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PROGRAM 
The holding of meetings among its members to discuss future directions for the recovery  

PROJECT  
ARF co chair meeting, JANUARY 2007 
 
 
 
 
 
 

 

RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
 
 
 
Kegiatan Partners and Stakeholders Meeting ARF dilaksanakan sebagai upaya 

mewujudkan misi Aceh Recovery Forum (ARF) untuk meningkatkan partisipasi publik 
yang lebih luas dalam proses rehab rekon Aceh. ARF memiliki beberapa lembaga mitra 
sejak awal berdirinya hingga sekarang. Koordinasi dengan mitra dan stakeholder ARF 
ini merupakan salah satu bentuk kesinambungan kegiatan ARF dalam menjaring dan 
berbagi informasi tentang perkembangan rehab rekon Aceh dalam bentuk diskusi. 

Diskusi Partners and Stakeholders ARF bulan Januari 2007 ini menyoroti tentang 
perkembangan rehab rekon yang sudah berlangsung selama dua tahun, dengan 
mempertanyakan dimana posisi kita saat ini?. Dari hasil diskusi, para mitra dan 
stakeholder ARF berkesimpulan bahwa proses rehab dan rekons Aceh pasca 2 tahun 
tsunami masih sangat lambat. Para mitra dan stakeholders mengharapkan dalam 
pelaksanaan proses rehab dan rekons Aceh perlu adanya koordinasi dan saling bahu 
membahu. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi sikap saling menyalahkan terhadap 
permasalahan yang terjadi saat ini dan di kemudian hari. Untuk itu, mitra dan 
stakeholders ARF berpendapat bahwa untuk mempercepat pelaksanaan proses rehab 
dan rekons Aceh perlu adanya pelibatan masyarakat yang lebih besar, koordinasi yang 
jelas, dan peran yang lebih besar kepada Pemda terutama untuk level kecamatan.  

ARF diharapkan mampu menjembatani kebutuhan masyarakat korban dengan 
para pengambil kebijakan. Dari sektor-sektor yang mejadi fokus ARF, diharapkan 
masalah perumahan, infrastruktur, dan pertanahan bisa menjadi fokus utama ARF 
dalam jangka pendek. Fokus ini tentu saja berkaitan dengan kinerja Badan Pelaksana 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias (Bapel BRR) yang dinilai banyak kalangan 
rendah terutama untuk sektor perumahan yang sampai saat ini masih 40% realisasi 
penyelesaiannya. 
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LAPORAN KEGIATAN 
 
 
 

   Bentuk Kegiatan 
   Diskusi 

   Nama Kegiatan 
 Partners and Stakeholders Meeting 

   Hari/Tanggal 

   Senin, 29 Januari 2007 
   Pukul 
   10:00 WIB ð selesai 
   Peserta 

 Total 20 orang 
Peserta merupakan para mitra dan stakeholders ARF serta manajemen ARF 

dan wartawan Aceh Magazine. 
 

 
PENDAHULUAN 

Sebagai perwujudan misi Aceh Recovery Forum (ARF) untuk meningkatkan 
partisipasi publik yang lebih luas dalam proses rehab rekon Aceh, maka koordinasi 
dengan para mitra dan stakeholders ARF perlu ditingkatkan. Salah satu bentuk 
kesinambungan kegiatan partners and stakeholders meeting ini adalah melakukan 
diskusi reguler yang membahas perkembangan rehab rekon Aceh. Kegiatan ini 
dimaksudkan untuk membahas, meng-update, sharing informasi, ide, masukan, dan 
rekomendasi tentang berbagai permasalahan yang berkembang pasca 2 tahun rehab-
rekon Aceh. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas koordinasi dan masukan 
masyarakat sipil bagi terwujudnya pembangunan Aceh baru yang lebih baik. Diskusi ini 
juga diharapkan dapat menghasilkan gagasan-gagasan brilian yang mampu 
memberikan solusi terbaik bagi percepatan rehab rekon Aceh. 

Berdasarkan observasi ARF, setelah dua tahun proses rehabilitasi dan 
rekonstruksi dilakukan, belum memberikan pembangunan yang merata dan signifikan. 
Harapan percepatan rekonstruksi pembangunan terus disuarakan oleh berbagai elemen 
masyarakat, harapan itu begitu besar, terutama dalam pembangunan rumah yang sudah 
sering kali diutarakan oleh masyarakat yang menjadi korban gempa dan tsunami. 
Namun, realisasi pembangunan rumah sampai saat ini masih belum mencukupi 
kebutuhan rumah masyarakat yang rusak dan hancur akibat bencana. BRR sebagai 
penanggung jawab rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh menargetkan pada tahun 2005 
menyelesaikan 32.000 unit. Namun dalam realisasinya hanya mencapai 16.200 unit 
(54%). Kemudian pada tahun 2006, BRR kembali menargetkan membangun 78.000 unit 
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namun yang terealisasi hanya 57.174 unit rumah (73,3%)1. Tahun 2007, BRR menetapkan 
akan menghapus masyarakat barak artinya di penghujung tahun 2007 nanti, semua 
masyarakat korban sudah mendapatkan rumah. Namun banyak pihak meragukan akan 
terealisasinya target tersebut karena pengalaman 2 tahun proses rehab rekons saja hanya 
menghasilkan 73.374 unit dari target 120.000 unit. 

Selain rumah, sektor lain seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan pun belum 
terlalu signifikan perkembangannya. Masih ada murid sekolah yang belajar dengan 
fasilitas seadanya, menggunakan bangunan rumah sebagai sekolah darurat, belajar 
tanpa adanya kursi dan meja juga buku panduan. Selain itu, pelayanan kesehatan juga 
masih sangat rendah dengan minimnya ketersediaan tenaga medis dan fasilitas 
kesehatan. Pengembalian ekonomi masyarakat juga masih belum berjalan normal. 
Tingginya angka pengangguran merupakan salah satu ciri masyarakat belum kembali 
pulih dalam ekonominya. 

Begitu banyak pe-er yang harus dikejar oleh BRR sebelum memasuki masa akhir 
tugasnya di tahun 2009 mendatang. ARF sebagai lembaga yang memberikan advocacy 
baik di level masyarakat ataupun pengambil kebijakan diharapkan bisa menjaring 
berbagai informasi yang ada tentang upaya percepatan rehab dan rekons Aceh dari para 
mitra dan stakeholders. Peran mitra dan stakelholders ini diharapkan bisa memberikan 
masukan dan rekomendasi guna upaya percepatan rehab rekons Aceh. 
 

TUJUAN  
1. Terciptanya kerjasama antara para pihak yang menjadi mitra dan stakeholder 

ARF yang concern terhadap perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh 
2. Adanya sharing ide, informasi, pemikiran, saran, rekomendasi tentang upaya 

percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh 
 

HASIL KEGIATAN  
1. Seluruh peserta diskusi mengharapkan agar dalam upaya percepatan rehab 

dan rekons Aceh perlu pelibatan masyarakat yang lebih besar sebagai main 
beneficiaries.  

2. Selain itu, perlu adanya kejelasan tugas dan tanggung jawab Pemda dalam 
rehab rekons Aceh terutama untuk level kecamatan agar bisa lebih mempunyai 
wewenang dalam mengatur proses rehab dan rekons Aceh. 

3. Perlu adanya kesamaan pandangan dalam menyikapi kondisi rehab rekon 
yang berkembang selama 2 tahun ini. ARF dan para mitra serta stakeholders  
berpendapat bahwa masyarakat sipil perlu menguatkan lembaga BRR dan 
para pelaksana rehab rekon, melalui data yang konkrit, perencanaan yang 
matang dengan skala prioritas yang jelas, koordinasi yang jelas, pengawasan 
yang objektif, dan rekomendasi yang bijak. 

4. Tercapainya kesepakatan bersama tentang kelanjutan partners dan 
stakeholders meeting ARF di setiap bulannya. 

 

 
 

                                              
1 Dikutip dari berbagai media dan laporan 2 tahun BRR 
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TINDAK LANJUT 
Seluruh peserta diskusi sepakat untuk bertemu kembali pada bulan Februari 

dengan mengfokuskan diskusi untuk bidang perumahan sebagai salah satu kebutuhan 
urgent bagi para korban tsunami. Hasil pertemuan ini akan menjadi dasar untuk 
pertemuan selanjutnya. Setiap para mitra dan stakeholders ARF diharapkan bisa 
mempersiapkan beberapa data dan informasi di lapangan yang berkaitan dengan 
perumahan agar bisa didiskusikan lebih rinci sehingga bisa menghasilkan solusi dan 
rekomendasi yang leih konkrit. 
 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Pertemuan partners dan stakeholders ARF di awal tahun 2007 ini merupakan 

suatu hal yang cukup baik untuk mengingatkan dan menegaskan kembali tanggung 
jawab moral masyarakat pada umumnya, dan ARF pada khususnya. Pelibatan berbagai 
pihak dalam proses rehab rekons Aceh merupakan hal penting untuk menghindari one 
actor dalam rehab rekons Aceh. Selain itu, untuk menghasilkan gagasan dan pemikiran 
yang tepat atas berbagai permasalahan rehab rekon. ARF diminta bisa memberikan 
masukan kepada BRR dalam upaya percepatan rehab rekons agar tidak berjalan di 
tempat. Untuk itu, beberapa hal yang ingin ditawarkan oleh para mitra dan stakeholder 
ARF dalam upaya percepatan rehab rekons adalah: 
1. Perlunya pelibatan dan peran serta masyarakat yang lebih luas; 

2. Perlu adanya pemberian peran yang lebih merata, antara BRR, Pemprov, 
Pemkab/Pemkot, Camat dan Muspika; 

3. Dalam pembangunan rumah perlu dilengkapi dengan fasilitas umum dan 
pembangunan infrastruktur yang menunjang; 

4. Perlu adanya peningkatan koordinasi yang lebih intens antara BRR, Pemda serta 
aktor lapangan; 

5. Perlu pengawasan yang lebih ketat sehingga pelaksanaan proyek tidak hanya 
berdampak output dengan daya serap anggaran tapi juga outcome-nya; 

6. BRR perlu memberikan skala prioritas sehingga dalam pelaksanaannya bisa sesuai 
dengan apa yang telah direncanakan. 
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NOTULENSI 
 
 
 

 
Topik 

2 Tahun Setelah Tsunami, Dimanakah Kita Saat Ini? 
   Hari/Tanggal  
   Senin/29 Januari 2007 
   Pukul  

   10.00 WIB ð selesai 
   Tempat  
   Kantor Sekretasiat ARF 
   Peserta  
   17 orang mitra dan stakeholder ARF serta manajemen ARF, yakni:  

Jeliteng Pribadi, Miksalmina, Renny Wahyuni, Fairus M. Nur, Husni Arifin,  
Ridwan Husin (Dinas Praswil NAD), M. Nur (UNIMAL), Nazaruddin (UNIMAL),  

Fardian (UNORC-BAFO), Joko Banar (UNORC-BAFO), Zulfadli (UNSAM-Langsa),  
Sofyan (Dewan Pengawas BRR), Edy Phonna (HMI Langsa), Dahlan (Sahara-Lhokseumawe),  

Safrizal (YLI), Subiyono (YGHL), Rini Swastika (GeRAK Aceh) 

 
 
Jeliteng Pribadi (ARF = Moderator) 
Tujuan kami mengundang Bapak/Ibu untuk sharing ide dan informasi guna 
mempercepat proses rehab dan rekons Aceh 
Pengamatan kami secara umum terhadap proses rehab dan rekons Aceh; 
1. Terakhir kita dengar dari Wapres (Jufuf Kalla), Ketua DPR RI (Agung Laksono), 

World Bank, banyak keluhan-keluhan tentang rehab dan rekons Aceh. Namun, 
tidak kita pungkiri bahwa banyak sudah proyek dan program yang sudah 
dijalankan, namun kita rasakan belum maksimal. Menyikapi berbagai keluhan ini, 
kita sebagai komponen lokal perlu berperan lebih intens dalam upaya 
mempercepat rehab dan rekons, apakah dengan memberikan ide, informasi, 
rekomendasi dan solusi bagaimana upaya percepatannya. 

2. Tendensi para donors dan NGO kini sudah banyak berubah, sudah banyak yang 
shift, tidak lagi ke rehab dan rekons. Sebagai contoh, Jepang sudah menarik 
bantuan rehab rekons beralih pada program reintegrasi. USAID juga demikian, 
dana rehab rekons sudah banyak yang dialihkan ke proses perdamaian. 

3. Oleh karena itu, kami memerlukan ide dan informasi dari bapak dan ibu, 
bagaimana kita bisa memberikan kontribusi dan upaya percepatan rehab dan 
rekons Aceh ini. 
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Selain itu, ARF juga melakukan pengamatan khusus untuk beberapa sektor, 
diantaranya; 
1. Pembangunan rumah; masih minim 
2. Hambatan perumahan; tanah, ulah nakal kontraktor, kondisi cuaca, koordinasi 

lemah, pengawasan lemah, dan sulitnya mendapatkan material. 
3. Sektor ekonomi; masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, tingkat inflasi 

yang tinggi serta sektor riel yang masih lambat. 
4. Sektor pendidikan; pembangunan gedung sekolah masih minim 
5. Sektor kesehatan; pembangunan fasilitas kesehatan sudah melampaui target tapi 

pelayanan tidak kunjung bagus, juga dalam beberapa pertemuan kesehatan 
dengan para pokja kesehatan ARF yang mengungkapkan bahwa pembangunan 
rumah korban tsunami kurang memperhatikan aspek kesehatan lingkungan 
sehingga menimbulkan berbagai penyakit. 

Kita buka pertemuan ini dengan sharing ide dan informasi dari bapak dan ibu. 
 
Rini Swastika (GeRAK) 
Kita juga concern dalam usaha percepatan perumahan. Kekhawatiran kita adalah 
material rumah bantuan dari asbes dan dari segi kesehatan; hal itu sangat berbahaya. 
Kita mengharapkan agar bantuan untuk korban harus baik, jangan menjadikan bantuan 
menjadi musibah baru untuk para korban. 
 
Jeliteng Pribadi 
Kita juga dapat berita mengenai hal tersebut, dan katanya jenis material yang diberikan 
adalah asbes putih jadi tidak berbahaya, bukan asbes hitam yang dikhawatirkan bisa 
menimbulkan gangguan paru-paru. 
 
Dahlan (Sahara) 
1. Ini proyek besar, sehingga sulit menanganinya. Namun ini jangan jadi alasan. 

Masukan atau kritik seharusnya dijadikan sebagai masukan, jangan lantas 
dijadikan alasan untuk selalu membela diri, jangan mencari-cari alasan pada 
lembaga yang membangun rumah. Karena yang memberi saran/kritik ini 
setidaknya lebih tahu.  

2. Lembaga perlu koordinasi langsung di lapangan. Jumlah rumah yang dibangun 
belum tentu seperti yang dilaporkan. 

3. Adanya pembangunan rumah yang disubkan oleh para kontraktor. 
4. Saran, Perlu melakukan cross chek di lapangan oleh pihak pengambil kebijakan  

dan koordinasi dengan dinas di kabupaten kota. 
 
Ridwan Husin (Praswil NAD) 
1. ARF perlu mengetahui struktur di Dinas sehingga undangan bisa disesuaikan. 

Dinas terkait yang ikut dalam rehab rekons Aceh. Praswil (Bina Marga), Perkim 
(Cipta Karya), SDA (Pengairan) 

2. Masalah pengawasan di lapangan memang lemah. Meskipun ada regional, tetapi 
hanya ada 3 orang pembantunya. Di satker cukup lemah karena kurangnya 
tenaga. Juga kurang PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).  

3. Praswil sudah minta kepada BRR untuk dibuatkan kontrak multi years, bukan 
kontrak tahunan sehingga secara kuantitas dan kualitas dapat dikejar. Contoh 
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Proyek Banda Aceh  - Meulaboh ð Tapak Tuan ð Batas Aceh. Sekarang sudah ada 
kontrak multi years, sehingga begitu selesai kontrak selesailah jalan tersebut. 
Sehingga target rehab rekon tidak selesai. Saya fikir untuk rumah juga demikian.  

4. Namun belum semua usulan terpenuhi, misalnya untuk jalan provinsi Gempang ð 
Tutut - Meulaboh. 

5. Tanggung jawab dan pengendalian itu lain. Misalnya pemborong tidak bekerja, 
BRR yang bertanggung jawab. Dinas hanya mengendalikan.  

6. Overlapping Manajemen: Dinas Executing, BRR Implementing. SK Satker dibuat 
oleh BRR, tidak ada overlapping.  

7. Isu-isu tentang ketidakharmonisan di Dinas akibat adanya Satker. SK dibuat oleh 
pemerintah sehingga tidak mungkin ada overlapping.  

8. Saran : Perlunya prioritas yang harus dipenuhi, kemudian daerah mana yang 
perlu direhab/rekon? Kemudian pengawasan; selama ini hubungan antara satker, 
konsultan, kontraktor bagaikan garis lurus. Satker ndak bisa masuk ke kontraktor 
padahal seharusnya hubungannya harus segitiga jadi semua pihak bisa 
mengawasi. 

 
Sofyan (Dewan Pengawas BRR) 
1. Perlu diklarifikasi. Di BRR ada SAK. Di Dewan Pengawas kami hanya melihat 

impact (dampak) dari kegiatan rehab rekon. Yang saya rasakan adalah lemahnya 
koordinasi. Ketika ada kasus, kami tanya di dinas, dinas tidak tahu dan angkat 
tangan. Contoh kasus di Baet yang ketua UPT nya ditahan, camat ternyata tidak 
tahu menahu kasus tersebut. 

2. Antara proyek dengan program, tidak nyambung. Secara proyek terserap dana 
tersebut, tetapi tidak memiliki impact secara signifikan. Contoh proyek bantuan, 
contoh lain adalah data base yang sangat miskin. Misalnya di daerah Panga, ada 
agro proyek pertanian, tetapi sarana dan prasarana belum tersedia, sehingga 
output tidak dapat dimanfaat. 

 
Ridwan Husin 
Saya kira tidak semua dinas seperti itu. Dinas saya tidak. 
 
Sofyan 
Seringkali proyek sama impact tidak nyambung. Ini menjadi masalah besar. Dan saya 
rasa karena data base yang sangat miskin. Banyak aksi yang tidak pikir panjang. 
Contoh; di daerah Panga, ada agro proyek pertanian, tetapi sarana dan prasarana belum 
tersedia, sehingga output tidak dapat dimanfaatkan. 
 
Jeliteng Pribadi  
Saran pak nazamuddin yang juga ketua pokja ekonomi ARF adalah pembangunan jalan 
harus ke sentra produksi. Dan saya rasa itu bisa menjadi menjadi prioritas 
pembangunan rehab dan rekons Aceh ya. 
 
Ridwan Husin 
Memang harus, cuma kini BRR belum punya target dan prioritas dalam 
pelaksanaannya. 
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Fardian (UN-ORC) 
1. Proses rehab rekon di Aceh kurang sinergi. Salah satunya diakibatkan oleh 

kurangnya koordinasi dan masalah-masalah teknis. Kurang koordinasi dari pihak-
pihak yang seharusnya punya peran di masing-masing bidang. Misalnya kasus di 
tingkat implementasi, misalnya masyarakat perlu dilibatkan dalam proses 
pembangunan ini. Minimal mereka dapat dilibatkan sebagai pengawas.  

2. Kurangnya koordinasi di tingkat kecamatan. Pihak konstruksi tidak semuanya 
melakukan koordinasi dengan camat, tidak melaporkan perkembangan di camat. 
Sehingga kecamatan tidak mengetahui detail apa-apa yang terjadi di lapangan.  

3. Aspek legalitas. Contoh: di kecamatan Lhoknga, pihak yang berwenang, Camat 
dan Keuchik tidak punya keputusan siapa yang perlu menerima rumah. 
Penambahan rumah yang terjadi menurut saya adalah KK yang dibuat setelah 
tsunami.  

4. Legalitas lainnya adalah masalah status tanah. Misalnya di Lhoknga kami 
menemukan di desa Mon Ikeun dimana sertifikat di atas sertifikat. CHF 
membangun 65 rumah, dengan melakukan koordinasi kepada camat terlebih 
dahulu. Namun setelah pembangunan rumah hampir selesai semua, datang 
seseorang dengan sertifikat yang asli menyatakan bahwa seluruh tanah tersebut 
dimiliki oleh orang tersebut.  

5. Ke depan perlu keterlibatan pemerintah lokal, agar lebih sinergis 
 
Joko Banar (UN-ORC) 
1. Kita perlu memetakan jaring relasi-peran rehab rekon a.l: objek rehab rekon ð 

korban tsunami, pihak yang terlibat: BRR, I/NGO, Funding agencies, LSM lokal, 
dll. Kalau kita ingin menjadikan rehab/rekon sukses, kita perlu membagi peran. 
Oleh sebab itu, pelaku rehab rekon perlu duduk lebih intensif. Dalam waktu dekat, 
2009, BRR dan para donor segera akan keluar (face out) dari Aceh. Kalau projek-
projek mereka selesai, itu baik. Kalau tidak, maka kita akan sangat capek menjadi 
pencuci piring dari pekerjaan-pekerjaan mereka yang tidak selesai. Saya ada 
contoh NGO internasional yang seluruh proyeknya dikerjakan dengan jelek. 

2. Melanjutkan pemikiran Pak Dahlan, saya sangat tertarik, tetapi saya akan 
menggunakan pendekatan korban ð non-korban, bukan kelompok miskin dalam 
sebuah piramida terbalik.  

3. BRR dalam suatu survey yang dilakukan Surveyor menunjukkan bahwa terdapat 
14,300 KK yang tinggal di barak. Kita tidak perlu mempersoalkan siapa mereka 
yang tinggal di barak, tapi angka ini sungguh luar biasa. Ini perlu menjadi fokus 
perhatian kita. Di sisi lain, penghuni barak ini sangat dekat dengan isu : 
kerentanan sosial (vulnaribilities): sulit mendapat akses terhadap fasilitas 
kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Isu yang sangat dekat dengan  penghuni 
barak adalah rumah permanen. Kemudian, isu yang lain adalah mengenai 
penyandang cacat baik karena tsunami maupun karena hal lainnya. 
Pertanyaannya siapa yang mengurus ini semua? Saya setuju kita melakukan 
koordinasi, tetapi bagaimana melakukannya? Kalau kita bisa berbagi peran, 
bergandeng tangan, saya kira kita dapat melakukan ini dengan lebih baik.  

4. Usulannya: saya tidak dapat memberi usulan lebih jauh.   



Laporan Partners and Stakeholders Meeting ARF     Januari2007 10 

5. Saya sedang mengadopsi teori tentang partisipasi publik. Bagaimana kita 
mendorong masyarakat dalam rehab rekon. Kalau ini berhasil, sadar atau tidak, 
kita sedang mendorong terciptanya demokratisasi publik di level akar rumput 

 
Jeliteng Pribadi  
Menarik sekali idenya, maka kita perlu mendapatkan masukan dari berbagai pihak. 
Saya sangat mengharapkan agar bisa kontinyu untuk sharing ide seperti ini. 
 
Subiono (YGHL Aceh Selatan) 
1. Kalau boleh saya ikut menggambarkan, pra bencana, rakyat kita Aceh, kekuatan 

ekonominya 30-35 per kapita. Sebelum bencana, kesulitannya adalah ekosob. 
Setelah bencana hal ini juga muncul. Setelah bencana, ekosob banyak mendapat 
perhatian donor dan I-NGO yang mendukung langsung proyek tersebut dengan 
nilai mencapai puluhan milyar. Antara lain: projek pembukaan lahan pertanian, 
baik dari BRR, Pemda, maupun Donor. Yang kita khawatirkan, pembukaan lahan 
tersebut diperuntukkan oleh mereka yang bukan petani. Sehingga, pembukaan 
lahan ini tidak mampu meningkatkan produksi, padi misalnya.  

2. Sehingga benar yang dikatakan sdr Ferry dari UNOCR, perlu adanya upaya-upaya 
yang sinergi. Kita juga mendeteksi adanya proyek-proyek double funding. Kasus 
yang dapat kita jadikan buktikan adalah: Proyek pembukaan lahan Holtikultura di 
Kabupaten Aceh Selatan,  Kecamatan Kluet Utara dan Kluet Timur (3 proyek) 
yang didanai oleh APBN, APBD, dan BRR tahun 2006 dengan total 1,--milyar.   

3. Kita juga melihat adanya inkonsistensi di lapangan itu sendiri, misalnya sulitnya 
mencairkan dana bagi kepentingan proyeknya yang mangakibatkan kontraktor 
mengambil jalan pintas, mengurangi kualitas konstruksi.  

4. Yang sangat aneh, pengangguran masih tetap tinggi di Aceh padahal pekerjaan 
banyak. 

 
Jeliteng Pribadi 
Keterlambatan bukan karena anggaran tapi kemauan. Survey WB terhadap kinerja 
Pemda dalam mengambil alih pembangunan rehab dan rekons Aceh didapatkan bahwa 
bukan hanya kemampuan Pemda yang rendah tapi juga kemauan yang rendah. Hal ini 
bisa dilihat dari action plan terhadap daerah-daerah yang terkena tsunami masih 
rendah. 
 
Fardian 
Hubungan Blue Print dan rehab rekons Aceh. Blue Print adalah acuan bagi 
pembangunan rehab dan rekons Aceh. Tapi dalam implementasi masih minim. Kalau 
pun masyarakat mau ikut Blue Print, seperti sektor perumahan yang tidak boleh 
membangun 500m dari bibir pantai. Tapi ketika mencari lahan yang baru sulit sekali. 
Maka BRR perlu memikirkan tentang hal ini. 
 
Joko Banar 
1. Tambahan untuk pengungsi barak, pertanyaan siapa yang paling bertanggung 

jawab untuk pengungsi barak, adalah pemerintah terkait, bukan BRR. Dalam 
diskusi yang saya lakukan dengan 21 camat di kecamatan yang terkena dampak 
tsunami, baik langsung maupun tidak langsung. Para camat mengatakan, mereka 
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punya kekuasaan tapi tidak punya kewenangan. Para camat khawatir bila ia 
terlibat, maka permasalahan penanganan pengungsi akan menjadi bumerang bagi 
mereka. ARF dapat memfasilitasi untuk mengatasi permasalahan ini dengan 
membuat surat yang berisi: 
a. Memberikan kewenangan legal kepada Pemerintah Camat dan Muspika untuk 

melakukan tindakan penertiban di barak-barak pengungsian. 
b. Menghimbau penghuni barak yang sudah mendapat rumah untuk segera 

keluar dari barak. 
c. Ketegangan sosial di masayarakat dalam menangani pengungsi yang tinggal di 

Barak, dapat dilakukan beberapa tahap kegiatan a.l: Emergency, barak, 
livelihood, pendidikan, rumah permanen 

 
Jeliteng Pribadi 
Saran kita tampung, namun saya punya cerita lain. Ketika saya masih menjadi 
koordinator tenda TVRI, saya berjumpa dengan staf ahlinya Bill Clinton yang 
memantau perkembangan Aceh sebelum Bill Clintonnya datang, Jay Rosengard, Dekan 
Fakultas Ilmu Pemerintahan Harvard. Beliau berkata cara terbaik untuk menghapuskan 
masyarakat tenda adalah dengan cara menarik insentif yang diberikan kepada 
masyarakat tenda yang berupa bantuan makanan, dll. Dan mungkin kita bisa 
menghimbau untuk tidak melanjutkan pendistribusian bantuan itu lagi ke barak. 
 
Joko Banar 
Informasi dari WFP, Maret 2007 adalah bulan terakhir mereka memberikan bantuan 
kepada barak. 
 
Fardian 
Menyikapi pendapat Jay Rosengard, Dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan Harvard,  
dalam tahap relokasi pengungsi, perlu disiapkan fasum (fasilitas umum) di perumahan-
perumahan yang disediakan bagi korban tsunami, seperti; fasilitas ekonomi, fasilitas 
pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas air bersih, dll 
 
Jeliteng Pribadi 
Saya akan buat minutesnya dan akan saya sebarkan kepada para anggota rapat dan para 
pengambil kebijakan nantinya. Sebelum menjadi surat resmi kepada para policy makers, 
saya akan berikan kepada Bapak dan Ibu untuk dikoreksi dan ditambahkan. 
 
Miftahuddin 
1. Dana rehab rekon Nias 25% lebih besar dihabiskan di Nias dibandingkan di Aceh. 

Padahal, dampak tsunami di Aceh, 10 kali lebih besar dibandingkan Nias.  
2. Bantuan untuk korban tsunami lebih sering berbuntut konflik. Yang tertingal 

dalam rehab-rekon di sini adalah kurangnya pembinaan moral.  
3. Bantuan-bantuan yang diberikan donor lebih mengacu pada pembentukan mental 

pemalas dan pengemis bagi masyarakat Aceh. Misalnya dengan memberikan 
barak, jadup dan bantuan sembako pada pengungsi korban. Sementara tidak 
berusaha membimbing mereka untuk dapat lebih produktif. 

4. Bagaimana cara kita mau lebih baik? Bina masyarakat. Karena masyarakat sekrang 
tidak semua baik. 
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Jeliteng Pribadi  
Kita perlu arif, jangan hanya lihat BRR dan Pemda tapi juga masyarakat. 
Ketidakpercayaan ini jangan hanya ditujukan oleh Pemda dan BRR. Saran ke depan, 
bagaimana topik yang lebih baik? Fokus atau general? 
 
Sofyan 
Hendaknya topiknya dikhususkan saja 
Fardian dan Joko Banar 
Sebaiknya fokus diskusi ke depan tentang human basic infrastructure 
 
Jeliteng Pribadi  
Baiklah, terimakasih atas sharing informasi nya juga pemikirannya serta 
rekomendasinya. Saya akan merangkum diskusi kita kali ini. 
1. Dalam upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, perlu diupayakan: 

a) Perlu pelibatan masyarakat yang lebih luas 
b) Perlu adanya pemberian peran yang lebih merata, antara BRR, Pemprov, 

Pemkab/Pemkot, Camat dan Muspika. 
c) Pembangunan perumahan perlu adanya pembangunan infrastruktur yang 

menunjang dan fasilitas umum yang disediakan. 
d) Perlu adanya peningkatan koordinasi yang lebih intens antara BRR, Pemda 

serta aktor lapangan. 
e) Perlu pengawasan yang lebih ketat sehingga pelaksanaan proyek tidak hanya 

berdampak output dengan daya serap anggaran tapi juga outcome-nya. 
f) BRR perlu memberikan skala prioritas. 

2. Terimakasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Kami mengharapkan kehadiran dan 
kelanjutan kita terus untuk tukar informasi pada masa-masa yang mendatang. 
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MATRIKS PENCAPAIAN PROGRAM  
JANUARI 2007 
 
 
 

Kegiatan Rencana Realisasi Bukti 
Kaitan ke 
Objective 

Bukti 
Pembelajaran 

Positif Negatif 

1.1. Meetings of members on future directions for Aceh recovery & reconstruction 
1.1.2. 
Partners and 
Stakeholders 
Meeting 

1 kali dalam 
sebulan 

Terpenuhi 
100%. 
Senin, 29 
Januari 2007 

Laporan 
Bulanan 
Partners and 
stakeholders 
meeting dan 
Notulensi 
meeting 
formal 

Sharing 
informasi 
dan upaya 
pelibatan 
masyarakat 
dalam rehab 
rekon di 
Aceh 

Sebagian 
mitra ARF 
tidak meng 
up date 
informasi 
rehab rekons 
Aceh 
sehingga 
tidak bisa 
sharing 
dalam 
diskusi atau 
memberikan 
masukan 

Setelah 
diskusi 
dengan para 
mitra dan 
stakeholders, 
ARF 
menyadari 
bahwa data 
dan 
informasi 
yang dimiliki 
oleh ARF 
belum 
sepenuhnya 
representatif. 

 

 

 


